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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

n BiAl

CLRATURAN DARRAI KABUPATEN KUDUS
NCMCR 8 TAHUN 2002
TENTANG

WALIIR DAFTAR PERTISAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturabn
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom, maka kewenangan di bidang Perindustrian dan
Perdagangan khususnya vyvang berkaitan dengan Wajib
Daftar Perusahaan merupakan kewenangan Pemerintah
Kabupaten ;

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengenda-
lian terhadap perusahaan serta guna pelaksanaan Wajib
Daftar Perusahaan tersebut, perlu mengatur Wajib
Naftar Perusahaan

hahwa sehuobungan dengan maksud tevrsebut huruf a dan b
di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Iindang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
NDaerah-daerah Kahupaten Dalam I.ingkungan Propinsi Jawa
Tengah

IIndang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (T.embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
j.embaran Negara Nomor 32009)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (lembaga Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambah
an Lembaran Negara Nomor 3214)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terhatas (lLembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tam -
hahan T.embaran Negara Nomor 3387 )

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemharan Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lemharan Negara Nomor 3839) !

6. Peraturan



Memperhatikan

Menetapkan

1983 tentang Pe -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun .
laksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pida

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ke -
sebagai

' wenanegan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
h (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

’

Daerah Otonom
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha
atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Per -

usahaan ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerin-
tah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.O4—PW.0?.0§ Tahun
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

tentang Teknik

I1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
127/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998

tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat }I Kudu§
1687 tentang Penyidik Pegawal Negeri

Nomor 10 Tahun =
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-

Sipil di
kat TT Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

i1 Kudus Tahun 1988 Nomor 4)

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/21/2002 tentang
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kadus tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah

NDengan persetujuan
DNEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN.

BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Kudus

h. Pegerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Kudus;

Bupati adalah Bupati Kudus

(9]

d. Instansi .....
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apapun dalam hidang

an, perbuatan atay kegiatan
Setiap pen

bPerekonomian yang ditakukan oleh
gusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan
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Setiap jenis usaha vang didirikan, bekerja serta ber -
kedudukan di Rabupaten Kudus. untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba ;

Anak Perusahaan adalah perusahaan vang memiliki
keselurtuhan atau sebagian dan diawasi
lain yang pada umumnya memiliki
terbesar saham/modal
haan tersebit

secara
oleh perusahaan
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Cabang  Perusahaan  adalah  perusahaan vang merupakan
anit o atau sebagian dari perusahaan induknya yang dapat
berkedudukan i tempat yang berlainan dan dapat bersi-
Fat berdivi sendivi atau hertugas untuk melaksanakan
sebagian tugas davi perusahaan induknya

Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki
oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang
Juga hertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan
mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk
didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau
mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak
merupakan suatu badan hukum atau sesuatu persekutuan .
Tzin adalah izin wusaha atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi
vang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk
dapat menjalankan kegiatan usahanya ;

Pengusaha Wajih Daftav Perusahaan adalah orang pribadi
atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan
vang diwajibkan melaksanakan pendaftaran perusahaan ;
Surat Ketetapan Biaya Daftar Perusahaan yang selan -
Jutnva disingkat SKRDP adalah surat ketetapan vyang

menentukan hesarnva hiaya administrasi Pendaftaran
Perusahaan

Surat Tagihan Biayva Daftar Perusahaan yang selanjutnya
disingkat STBDP adalah surat untuk melakukan tagihan
biava administrasi Pendaftaran Perusahaan dan / atau
sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
Surat Ketetapan BRiaya Administrasi Lebih Rayar yang
selanjutnya disehut SKBALB adalah surat Xetetapan
hiagva administrasi vang menentukan jumlah kelebihan
pembavaran biaya administrasi karena jumlah kredit
hjava administrasi lebih besar daripada hiaya adminis-
trasi terutang atau tidak seharusnya terutang

Y

BAR T

el

WATIR DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

{1) Setiap petusahaan termasuk perusahaan asing yang

herkedudukan dan menjalankan usahanva di Daerah dan

telah memiliki Tzin, wajib didaftarkan dalam Daftar
erusahaan.

} Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana

dimaksud avat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 90
(semhilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan
memperoleh izin melakukan kegiatan usaha.

{3) Perusahaan sebagaimana dimaksud avat (1). meliputi

hentuk usaha

a. Perseroan Terbatas {( PT ) . Koperasi, Persekutuan
Komanditer (CV), Firma (Fa), dan Perorangan :

h. Pernsahaan lain vang melaksanakan kegiatan usaha
dengan tujuan mempercleh keuntungan dan atau laba.

{4) Perusahaan .....
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Perusahaan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat

herstatus

A4. Kantor Tunggal

b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor
pembantu perusahaan ;

Anak perusahaan

d. Kantor Agen ;

¢. Kantor perwakilan perusahaan.

Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana

dimaksud avat (1) adalah

a. Perusahaan yang diurtus, dijalankan atau dikelola
oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan
mempeker jakan hanya anggota keluarganya sendiri

b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin
usaha atau surat keterangan yang dipersamakan
dengan itu vang diterbitkan oleh Instansi vang
berwenang ;

¢. Perusahaan vang benar-benar hanya sekedar untuk
memenuhikeperluan nafkah sehari-hari pemiliknya :

d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum
atau suatu persekutuan.

Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (5)
apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan
dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

BAR TT1I

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

~

Pasal 3

Pendaftaran Perusahaan diajukan Kkepada Bupati atau
Kepala Tnstansi yvang ditunjuk dengan mengisi formulir
pendafitaran.

Hal-hal vang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang
herbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer
{(CV). koperasi, Firma (Fa), Perorangan dan perusahaan
ltain adalah sebagai berikut

a) Data Umum. meliputi
1) Perusahaan
2) Susunan kKepengurusan
h) Legalitas Usaha, meliputi
] Akta Pendirian
2) Izin vang dimiliki
3) Tegalitas lainnya.
Data Kegiatan Perusahaan. meliputi
1) Jenis kegiatan usaha
) Kegiatan usaha lainnya
) Kamoditi / produk lainnva
1) Omzet penjualan per tahun
3} Modal dan saham
6) Total aset ;
7) Jumlah karyawan
R) Kedudukan dalam mata tantai kegiatan usaha
d) Kategori Perusahaan.

4) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1),

dilampiri persyaratan sebagai berikut
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h)
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hagi Perseroan Terbatas (rr)

1)

Telah mendapatkan pengesahan  Badan  Hokum dar i
Menteri yang herwenang sesuai Indang-undany
Perseroan Terbatas

a) Totocopy Akta Pendirian Perseroan :

h) Totocopy Data Akta Pendirian Perseroan yang
tetah diketahui oleh Departemen yang berwe-
nang

¢) fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perseroan
(apabila ada) ;

d) Totocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan
Hukum

¢) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Ditektur Utama atau Penanggung jawab Per -
nsahaan

f) fotocopy 1zin Usaha atau Surat Keterangan
vang dipersamakan dengan itu.

Sedang dalam proses pengesahan Radan Hukum oleh
Menteri vang berwenang sesuai Undang-undang
Perseroan Terbatas

a) fotocopy Akta Pendirian Perseroan ;

h) fotocopy Data Akta Pendirian Perseroan ;

¢) fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perseroan
{apabila ada)

d) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Divektur Utama atau Penanggung jawab Per -
usahaan.

¢) fotocopy Tzin Usaha atau Surat Keterangan
vang dipersamakan dengan itu.

hagi Perusahaan berbentuk Koperasi

L)
2)

3)

4)

fotocopy Akta Pendirian Koperasi.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus.
fotocopy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum
dari Pejabat yang herwenang .

fotocopy Tzin Usaha atau Surat Keterangan
vang dipersamakan dengan itu.

hagi Perusahaan herbentuk Perseroan Komanditer
(Cv)
1) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.

2.

3)

fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Penanggung jawab atau Pengurus .

fotocopy Tzin Usaha atau Surat Keterangan
vang dipersamakan dengan itu.

Perusahaan herbentuk Firma

1)
2)

3)

fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila
ada).

fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Penanggung jawab atau Pengurus.

fotocopy Tzin Usaha atau Surat Keterangan yang
dipersamakan dengan itu.

Perusahaan berhentuk Perorangan

)

fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila
ada) .

fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Penanggung jawab atau Pemilik.

fotocopy Tzin Usaha atau Surat Keterangan
vang dipersamakan dengan itu.



(5)

f) Xantor cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan

dan Agen dan Perwakilan perusahaan

1) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila

ada) H

2) fotocopy Surat Penunjukan sebagai Kantor Ca-
bang, Kantor Pembantu dan Perwakilan atau Surat

Keterangan yang dipersamakan dengan itu ;
3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau
Penanggung jawab Perusahaan.

Paspor

4) fotocopy 1Tzin Usaha atau Surat Keterangan

vang dipersamakan dengan itu.

Tatacara pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud

ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama S (lima) tahun.

(2)

BAB TV

PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN
DAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Ragian Pertama
Perubahan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 5
Setiap perusahaan yang mengalami perubahan,
melaporkan perubahan tersebut kepada Bupati

{epala Instansi vang ditunjuk.

Laporan perubahan sebagaimana dimaksud ayat
dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut

a. Perseroan Terbatas
1) Telah mendapat pengesahan perubahan Badan

wajib
atau

(1)

Hukum

dari Menteri yang berwenang sesuai Undang-

undang Perseroan Terbatas
a) Fotocopy akta perubahan perusahaan

b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Ditektur Utama atau Penanggung jawab Per -

usahaan :
c) TDP yang dimiliki.

&S]
i

Sedang dalam proses pengesahan Perubahan

Radan

Hukum oleh Menteri vang berwenang sesual

UIndang-undang Perseroan Terbatas

a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Direktur Utama atau Penanggung jawab Per -

usahaan
h) fotocopy Surat Permohonan Pengesahan
Hukum dari Notaris kepada Menteri

Badan
yang

berwenang dan Bukti Pembavaran Administrasi
Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departe-

men vang berwenang
¢) TDHP yang dimiliki.
h) bhagi Perusahaan berbentuk Koperasi
1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus
5

fotocopy Surat Pengesahan perubahan sebagai

Radan Hukum dari Pejahat vang berwenang
Y
3

) fotocopy
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)

3) fotocopy Tzin Usaha atau Surat Kelerangan vang
dipersamakan dengan itu.

¢) bagi Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer
(cv)
1) fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perusahaan
2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Penanggung jawab atau Pengurus ;
3) TP yvang dimiliki.

d) Perusahaan berhentuk Firma :
1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Penanggung jawab atau Pengurus ;
2) fotocopy Izin Usaha Perubahan atau Surat Kete -
rangan vang dipersamakan dengan itu ;
3) TDP vang dimiliki.

e) Perusahaan berbentuk Perorangan
1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
Penanggung jawab atau Pemilik
2) TDP yang telah dimiliki.
f. Kantor Cabang. Kantor Pembantu, Anak Perusahaan
dan Agen serta Perwakilan Perusahaan
1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor
© Penanggung jawab Perusahaan :
2) fotocopy Tzin llsaha Perubahan atau Surat
Keterangan vang dipersamakan dengan itu ;
3) TDP vang telah dimiliki.

Tatacara peruhahan pendaftaran perusahaan diatur
lebih lanjut oleh Rupati.

Bagian Kedua
Pembaharuan Pendaftaran Perusahaan

Pasa

Pembahatuan TDP wajib dilakukan apahila masa berlaku
TAD tala LT 30
TP telah habis.

smhaharian TDP dilakukan menuriut kKetentuan Pasal 3,
anpa melampitkan persyvaratan vang telah disampaikan

Pembahatuan TDP diajukan selambat-lambatnva 90 (sem-
1

hilan puluh) hari sehelum masa berlakunva habis
dengan menvertakan TNP vang hahis masa berlakunva.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung se -
jax diterimanyva permohonan pembaharuan, Bupati atau
Kepala instansi vang ditunjuk harus menerbitkan TDP.

Pasal

Penggantian TDP wajih dilakukan apabila TDP hilang

atau rusak

Paling ilambat 60 (semhilan puluh) hari terhitung
mulai tanggal kehilangan. perusahaan vang bersangkut-
an wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati
atau Kepala Tnstansi vang ditunjuk dengan melampirkan
Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.



(1)

\

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

’

(2)

(3)

/

(4)

IIntuk mendapatkan penggantian TDP vang rusak, perusa-
haan yang bersangkutan wajih mengajukan permohonan
kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk
dengan melampirkan TDP yang rusak.

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti

atau duplikat, sama dengan masa berlakunya TDP yang
hilang atau rtusak.

Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya permohonan penggantian TDP yang hilang
atau rusak, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk
harus menetrbitkan TDP pengganti atau duplikat.

Bagian Ketiga
Pembatalan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 8

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila
Perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan
data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak
sesuai dengan izin Usaha ataun Surat Keterangan yang
dipersamakan dengan itu.

Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Rupati atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk menerbitkan
Keputusan Pembatalan.

Pasal 9

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat meng -
ajukan keberatan disertai alasan kepada Bupati atau
Kepala Instansi vang ditunjuk paling lambat 12 (dua
helas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
Keputusan Pembatalan.

Terhadap pengajuan Kkeberatan sebagaimana dimaksud
avat (1), BRupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk
paling lambat 5§ (lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya ajuan Kkeberatan dari perusahaan
harus menjawab kebetratan vang diajukan oleh Perusaha-
an.

Apabila jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat
penalakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusa-
haan., maka Perusahaan vang hersangkutan wajib melaku-
kan pendaftaran ulang sesuai ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 3.

Apahila jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat
penerimaan atas keheratan pembatalan Daftar Perusa-
haan, maka Kepala Instansi yang ditunjuk paling
tambat § (lima) hari kerja terhitung sejak diteriman-
va keheratan harus mengesahkan kembali Daftar Perusa-
haan dan menerbitkan TDP baru.

Pasal i0

(1) Dalam hal perusahaan tidak puas atas jawaban sebagai-

mana dimaksud Pasal ¢ avat (3). maka perusahaan dapat
menga jukan keheratan kepada Badan Peradilan setempat.

(2) Apabila......
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\pabila Putusan  Badan Pervadilan yang telah mempunyad
Kekuatan hukum tetap memuat penolakan atas keberatan
vang diajukan oleh Perusahann, maka Perusahaan yang
hersangkutan wajib melakukan pendafltaran ulang sesual
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Apahila Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyal
kKekuatan hukum tetap memual penerimaan atas keberﬂtun
vang diajukan oleh Perusahaan, maka Bupati atau
Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak diterimanya Putusan Radan
Peradilan tersebut, harus mengesahkan kembali Daftar
Perusahaan dan menechitkan TDP baru.

Ragian Keempat
Penghapusan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 11

Perusahaan dihapus dari Daftar perusahaan apabila
terjadi hal-hal tersebnt di bawah ini

a. Perubhahan hentuk perusahaan ;

h. Pembubaran Perusahaan

¢. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;

d. Petrusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya ka -
daluwarsa atau herakhir

e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berda-
sarkan Putusan Badan Pengadilan yang telah mem -
punyai kekuatan hukum yang tetap.

Ragi Perusahaan vang telah dihapus dari Daftar Per -
usahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak
herlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP
kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas apabila
terjadi hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c,
d, dan e, Likuidator yang bersangkutan wajib melapor-
kan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Bupati
atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan
dokumen

a) Pembubaran berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pe -

megang Saham tidak di hadapan Notaris

1) fotocopy Hasil Risalah/ Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham tentang Pembubaran Perusahaan

2) fotocopy Akta hermeterai Pernyvataan Keputusan
Rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia
tentang pembubaran Perseroan

3) TDP vang telah dimiliki.

h) Pembubaran berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pe -
megang Saham dihadapan Notaris
1) fotocopy Akta hermeterai Berita Acara / Risalah
Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa
Indonesia tentang Pembubaran Perseroan
2) TDP yang telah dimiliki.

c) Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Ne -
geri
1) fotocopy Penetapan Pembubaran Perseroan dari
Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap
2) fotocopy......



(4)
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4)

?) Totocopy Akta bermeterai Berita Acara / Risalah
Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa
Indonesia tentang Pembubaran Perseroan ;

1) TDP yang telah dimiliki.

Pasal 12

Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal
I'l, Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab Perusaha-
an yang hersangkutan wajib melaporkan secara tertulis
kepada Bupati atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk
dengan melampirkan salinan Akte Pembubaran atau
keterangan vang sejenis dan TDP yang dimiliki.

Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau
mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1),
Rupati atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk memberikan
peringatan 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 1
{satu) bulan.

Selambat-lambatnyva S (lima) hari kerja terhitung
sejak bherakhirnya peringatan terakhir, Bupati atau
Kepala Tnstansi yang ditunjuk melakukan penghapusan
perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan
mencatat dalam Buku Tnduok Perusahaan dan menyatakan
dalam Keputusan Penghapusan.

Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk wajib meng-
umumkan  perihal penghapusan sebagaimana dimaksud
avat {(3), melalui berita resmi lewat Instansi yang
ditunjuk.

Pasal 13

Ragi pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk
Perseroan Terbatas yang berdiri sebelum berlakunya
Undang-undang Perseroan Terbatas dan belum melakukan
penvesuaian berdasarkan Undang-undang Perseroan
Terhatas serta belum melaksanakan kewajiban Pendaf-
taran Perusahaan herdasarkan (Undang-undang Wajib
Naftar Perusahaan, terlebih dahulu wajib melakukan
pendaftaran perusahaan.

Setelah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan
sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perusahaan ter -
sehut barn dapat melakukan pendaftaran pembubaran
Perseroan Terbatas.

Pendaftaran pembubaran perusahaan sebagaimana dimak-
sud avat (2) melampirkan dokumen

a. fotocopy Akta Penditian Perseroan ;

b. fotocopy Keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum;

c. fotocopy Akta bermeterai Pernyataan Keputusan
Rapat dari Notaris atau Akta bermeterai Berita
Acara/Risalah Rapat vang dibuat oleh Notaris dalam
Rahasa Tndonesia tentang pembubaran Perseroan ;

d. TDP yang dimiliki.

Rerdasarkan Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas
sehagaimana dimaksud ayat (2), Bupati atau Kepala
Tnstansi vang ditunjuk menerbitkan Keputusan tentang
Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas.

BAB V.....



RAB V
ORYEK WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 14

(1) Ohyvek Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap pelayanan
pendaftaran perusahaan dari pPemerintah Kabupaten
kepada orang pribadi atau badan yang mendaftarkan
perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.

—_
~N

/

(1

Dikecualikdn dari Obyek Wajib Daftar Perusahaan se -
hagaimana dimaksud ayat (1) adalah

a.

[(j=]

pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang
yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak
dalam bhentuk Badan Usaha

1) Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah ;

2) Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ;

3) Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Perta-

ma ;

4) Jasa Sekolah Menengah ;

5) Jasa pendidikan Jenjang Akademik/Universitas
(Tnstitut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);

6) Jasa pendidikan Lainnya.

Pendidikan Non Formal vang dibina oleh Pemerintah
dan diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak
dalam bentuk Badan Usaha
1) Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan
Jasa Kursus Rumpun Jasa
Tasa Kursus Rumpun Kesehatan
Jasa Kursus Rumpun Bahasa
Tasa Kursus Rumpun Kesenian
Jasa Kursus Rumpun Kerajinan
Tasa Kursus Rumpun Khusus
Jasa Kursus Rumpin Keolahragaan
Jasa Kursus Rumpun Pertanian
Jasa Kursus Rumpun Teknik
11) Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
Jasa Notaris
Jasa pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum:
Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Rerkelompok
NDokter vang tidak dikelola oleh Badan Usaha ;
1) Jasa Kesehatan Manusia
2) Jasa Perawatan/Ridan
3) Jasa Para Medis
4) Jasa Kesehatan Hewan
Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha
5) Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus)
6) Jasa Rumah Sakit Hewan
Klinik Pengobatan vyang tidak dikelola oleh Badan
Usaha
1) Jasa Pathologi dan Diagnosa laboratorium Medis;
2) Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium
Hewan.
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BAB VI
RTAYA ADMINISTRAST

Pasal 15

) Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya

administrasi sebhesar

4. PETSeran. v



ke Pergefﬂﬂn Terbatas. sebesar Rp300.000,- (tiga ra -
{us ribu rupiah) :

b. Koperasi, sebesar Rp20.000.- (dua puluh ribu ru -
piah)

C

Persekutuan Komanditer. sebesar Rp100.000.- (se -

ratus tibu rupiah) ;

d. Firma, sebesar Rpl100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

e. Perusahaan Perorangan, sehesar Rp25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) :

s

f. Perusahaan Milik Negara/Daerah,sebesar Rp200.000,-
{dua ratus ribu rtupiah)}

g. Rentuk perusahaan lainnya. sebesar Rp300.000,-
{tiga ratus ribu rtupiah)

Seti1ap Perusahaan, Kantor Cabang. Kantor Pembantu.
Anak perusahaan. Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,-
(satu juta rupiah).

Setiap Kantor Cabang. Xantor Pembantu, Anak Perusaha-
an. Agen dan perwakilan Perusahaan, dikenakan biaya

administrasi sesuai dengan hentuk perusahaan sebagai-
mana diatur ayat (1).

Setiap pembaharuan dan perubahan perusahaan, dikena-
kan biava administrasi sesual dengan bentuk perusa-
haan sehagaimana diatur avat (1).

Pasal 16
Setiap Salinman tesmi dari Daftar Perusahaan dikenakan

iava administrasi sebesar Rpl10.000,- (sepuluh rtibu
rupiah) per salinan.

=5

Setiap Petikan resmi dari Daftar perusahaan dikenakan
hiava administrasi sebesar Rp3.000,- (lima ribu ru-
piah) per petikan.
BAR VIT
PEMUNGUTAN BIAYA ADMINTISTRASI

Pasal 17

Pemungutan biaya administrasi tidak dapat

diborong-
Kan.

Biava Administrasi dipungut dengan menggunakan SKBDP
atau dokumen lain yvang dipersamakan.

Hasil pungutan biava administrasi sebagaimana dimak-
sud avat (2), disetorkan ke Kas Daerah sesuai per -

aturan perundang-undangan vang berlaku.

Tatacara pemungutan biayva administrasi diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

BAR VITI
PEMBAYARAN BTAYA ADMINISTRAST
Pasal 18
Pemhavaran hiava administrasi dilakukan secara tunai/

lunas.

{2) Tatacara......



:atifaré pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayat-
AN biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh
Rupati.

Pasal 19

(1) Pembayaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud
Pasal 15, diberikan tanda hukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti
pemhayaran hiava administrasi diatur lebih lanjut
oleh Bupati.

BAB TX
PENAGTHAN BTAYA ADMINISTRASI

Pasal 20

atau tidak
atau
surat

(1) Dalam hal Wajih Daftar Perusahaan belum
melunasi pembayaran administrasi, maka Bupati
Kepala Instansi yvang ditunjuk mengeluarkan
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
surat teguran atau surat peringatan, Wajib Daftar
Perusahaan harus melunasi biava administrasi terutang
dan dikenai sanksi administrasi.

(9%

Pasal 21
Rentuk formulir  yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan hiaya administrasi diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

BAB X
SANKST ADMINISTRASI
Pasal 22

Dalam hal Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan tidak mem-
hayar tepat waktunya atau kurang membavar. dikenakan
sanksi administrasi berupa hunga sebesar 2 % (dua per-
sen) setiap bulan Kketerlambatan dari hesarnya biayva
adminstrasi terutang vang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STBDP atau dokumen lain vang
dipersamakan.

BAR XTI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BTAYA ADMINTSTRASI

Pasal 23
(1) Bupati atau Kepala Instansi vang ditunjuk berwenang

mgmherikan pengurangan, keringanan atau pembebasan
hiava administrasi.

(2) Tatacara.....
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(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pem -

(1)

]

bebasan biaya administrasi diatur lebih lanjut oleh

Rupat i,

BAB XTI

PEMRETULAN. PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN BIAYA ADMINISTRAST

pasal 24

pPengusaha Wajib paftar Perusahaan dapat mengajukan

permohonan

a. pemhetulan SKRDP atau dokumen la
kan dan STBDP yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau keke-
liruan dalam penerapan peraturan perundang—undang—

an retribusi daerah

in yang dipersama-

h. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

yang tidak henart

c. pengurangan atau penghapusan qanksi administrast

berupa hunga dan kenaikan biaya administrasi ter -
utang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karend

kekhilafan Pengusaha Wajib Daftar pPerusahaan atau
hukan kesalahannya.

permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi admi -
nistrasi sehagaimana dimaksud avat (1), harus di -
sampaikan secara tertulis oleh pengusaha wajib Daftar
Perusahaan kepada Rupati atau Kepala Instansi yang
ditunjuk selamhat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya SKBDP atau dokumen lain
yang dipersamakan dan STRDP dengan memberikan alasan
vang jelas dan mevakinkan untuk mendukung permoho-
nannyva.
RAR XTTI

PERHTTUNGAN PENGEMBALTAN KELEBTHAN
PEMBAYARAN BTAYA ADMINTSTRAST

pasal 23

Imtuk perhitungan pengembal ian kelebihan pembayaran
hiaya administrasi, Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan
harns mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Rupati atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1),
kelehihan pemhayaran hiaya administrasi dapat lang-
sung diperhitungkan terlehih dahulu dengan utang
hiava administrasi dan atau sanksi administrasi

herupa bhunga.

Atas permohonan sebhagaimana dimaksud avat (2). yang
herhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di -
perhitungkan dengan pembavaran biaya administrasi
selanjutnya. '
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Pasal 26

Terhadap kelebihan pembayaran biaya administrasi yang
masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagdl’
mana dimaksud Pasal 26, diterbitkan SKBALB paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonarn
pengembalian kelebihan pembayaran biaya administrasi.

Kelehihan pembayaran biaya admistrasi sebagaimana
dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada pengusaha
Wajib Daftar Perusahaan paling lambat 2 {dua) bulan
sejak diterbitkannya SKBALB.

Pengembalian kelebihan pembayaran biaya.admiqistgaii
dilakukan setelah lewat 2 (dua).bulan ngak qlfer i i
kannva SKBALB, Kepala Instansi yang ditunjuk mem

herikan imhalan herupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

per hulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
biaya administrasi.

Pasal 27

ehagaimana dimaksud Pasal 26, di -

tas perhitungan S :
aLuE K berlaku Jjuga

terbitkan bukti pemindahhukuan vang
sehagai bukti pembayaran.

aksud Pasal 27, dilakukan

Pengembalian sebagaimana dim '
ah Membayar Kelebihan

dengan menerbitkan surat Perint
hiaya administrasi.

RAR XTIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Pengusaha Wajib Daftar Perusahaan yang tidak melaksa-
nakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atay denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah
hiaya administrasi yang terhutang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud avat (1). adalah

pelanggaran.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 29

Penvidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini
selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indomesia juga dapat dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-
tah NDaerah.

Wewenang Penvidik sehagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini adalah meliputi

a. menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti ke -
terangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran
vang dilakukan agar keterangan atau laporan terse-
but menjadi lengkap :

b. meneliti......



d.

Semua Tant

menelity.

ngenai oraﬁenCﬂnL d@” mengumpulkan keterangan me

perbuatan ,? pribadi atau badan tentang kebenaran

gaTAnD y yang dilakukan sehubungan dengan pelang-
an yang dilakukan ;

me?erjma keterangan dan bahan bukti dari orang
prnhad! atau badan sehubungan dengan pelanggaran
vang dilakukan ;

memeriksa buku-huku, catatan-catatan dan dokumen -
dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran yang
dilakukan

mendapatkan bahan -

dan dokumen-dokumen
taan terhadap bahan

me lakukan penggeledahan untuk
bukti pembukuan, pencatatan,
lain, serta me lakukan penyi
hukti tersebut

Jam rangka pelaksa -

meminta hantuan tenaga ahli da '
langgaran Yyang dila-

naan tugas penyidikan atas pe
kukan

melarang seorang meninggalkan
saat pemeriksaan sedang
identitas orang dan atau
aimana dimaksud huruf e ;

menyutuh herhenti,
ruangan atau tempat pada
herlangsung dan memeriksa
dokumen yang dibawa sehag

memotret seseorang yang herkaitan dengan pelang -
gaTan yang dilakukan

memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan
diperiksa sehagai tersangka atau saksi

menghent ikan penyidikan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancar-
an penyidikan pelanggaran vang dilakukan menurut
hukum vang dapat diperranggungjawahkan.
BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

da Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan

sehelum Peraturan Daerah ini dinvatakan tetap berlaku

sampai
haruan
Naerah

Hal-hal

dengan masa herlakunya dan wajib diadakan pemba-

pendaftaran perusahaan menuriut ketentuan Peraturan

ini.
BAR XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sep@njang mengenai pelaksanaannya. akan diatur lebibh
Janjut oleh Rupati.



Pasal 3?2

Peraturg
n Dae ™ :
iy Tah ini mulaji herlaky pada tanggal diundang-

Agar setj

”;dﬁng. 'aD arang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng

T.emh €An Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
JINATAN Naerah Kabupaten Kudus.

Nisahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

Ny~

MUHAMMAD AMIN MUNADJA

RUPATT RUDUS,

Niundangkan di Kudus
pada tanggal G Iuli 20072

SFKRETARTS NAFRAH KARIPATEN KUD{'S,

FMRARAN NAFRAH KARIIPATEN KIIMIIS TAHIIN 2002 NOMOR 17



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN
v DAERAH KABUPA'

PATEN K :
NOMOR  § TAHUN 2002 KUDUS

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

PENJELASAN UMUM

Sesual de
engan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan nasional
i Besar Haluan Negara dan

SCbau-' _y e

Und“;zlﬁggintcécunlum'QHINm Garis-garl

dengan Pcrk&m;ynyl 3 luhun 1982 tentanyg wajib Daftar Perusugqan:

Asnpkal angan kegtatan bidang ckononis serta dengan jun
gkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemer intahan

Dacrah dan peraturan pelaksanaannyd yang menyatakan pahwa kewenan-

an, perdagangan, dan koperas! khususny#

peratur

gan bidang perindustri
kewenangan dalam penanganan Wajib Dafltat perusahaan, maka
perusahaan sudah dirasakan perlu
jangan

tentang Wajib pafltar
bertentangan dengan PUfund“"g“u”(

dan mengatur tentang hal

an Daerab
sepanjang tidak
vang lebih tinggl

peraturan
yang sama.

sebagai upay# dalam mewu jud
kepada dunia usaha dan

tersebul adalah
golongan ekonom! lemah.

pembinaan
ptngusuhu

Peraturan paerah
kan pcmbcriun pcrlindungnn dan
purusuhunn. kKhususnya terhadap
Dalam penyusunan peraturan pacrah ini selain mcnddﬁurkun pada
Undang-undang Nomol 3 Tahun 1982 centang Wajib paftal perusahasn

memperhat kan

kebiasadan
|4 umumnyé dan

dan aturan-aluran PUIHkhMHﬂdHH}d juga
kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pd
dunia usaha pada khususnyd.
Bagi Pemel intah Kabupatern. adanyd paftar P¢ ysahaal sangal
penting karena akan memudahkar untuk sewaktu-waktu ‘ﬂ‘.'ln:wg‘kufi
keadaan dan pv;kcmhﬂnyun sebenanrn dat dunia
meny jiuhy L€ masuk

secara seksamd
usaha di W i layah Kabupalcr Kudus secabd
1 apat

Lian Pemeld ntah Kabupaten

jusahaan asing. pengan dei

nomperoleh aformasi secdl woksama mengend . keadaan dan perkem

ngan yang sebrnairnyd (eplang dunid ysuhd yang sansd bergund

uiluk menyusun dan mencetapkan kebi jaksanaal dalam ngka membel

) Limbingdn, pemb inaan. an pengawasan s dunid usaha, serta

dalan menciptakan iklim usaha yui: chat .n tertib, Disamp ng
perusahaan sekal18us

put d iLa paftar Pe¢

ndapatan daerah karena

uniuk kepentingd

dapal fipcrgunukun sebagai pengamand pe
Jengan Wajib paftai perusahaan dapat d arahkan dan diusahakan
iptanya iklim usaha yang seha ertib.
Bagi Duntd teaha, Dafltai perusahaan adalah penling untuk
me th dan menghindari prnkt-é-praktuk usaha Yyang tidak jujur
p ingan curang. pcnjk‘ur‘qpun. dan lain sebagainya) - Sebagal-
nuna ah disampaikar 4. salah saltu tujuan utama paftar
us ‘Hl.Hﬁ”Jﬁ untuk nelindung! pcrusahaan yang dijalankan
1 ¢ 8 4ur (rouw”). Daftar perusahaan dapat dipergu
nbe Gformas untuk kepent:ngan usahanya. Dem K

3t L 4 RF§ 1Le! > P P ~k
. hak Kk ca vang berkepen ngan ak4n informas



i1

Karena Daftar p _

mengenal ldentitas GZEU;Z?iin merupakan sumber informasi resmi
perusafiaan yang didirik i} yang menyangkut dunia usaha dan
Kahupafen Kudus yang m aq, bekerqa dan berkedudukan di wilayah
Republik Tndonesig msgupdkan bagian dari wilayah Negara Kesatuan
diberikan keqempa{an 4 kepada semua pihak yang berkepentingan
meminta Keterangan-k agar dengan secara mudah mengetahui dan
vang Rﬂht‘»narrn;aUlr eterangan yang diperlukan mengenai hal-hal
Naftar Perusahas ‘?Wtﬂﬂg suatu perusahaan. Jadi dengan adanya
bulnva pernsah n diharapkan dapat dicegah atau dihindarkan tim-
heTtangemy § aan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak
CTTATIEEUNE Jawab serta dapat merugikan masyarakat.

. ]S#atu hal yang sangat penting pula adalah bahwa kewajiban
pendattaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-
pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersi-
*ap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan
adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan
vang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dar1
masyarakat. Karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-
hahan keternagan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan
usaha vang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dﬁpﬂt
merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak
ketiga sepanjang tidak dibuktikan sehaliknya.

PENJRLASAN PASAL DFMT PASAL

Pasal | sampai dengan 32 : cukup jelas.
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RAR  XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal o

Repanjanyang helum diatur dalam peraturarn paerah 10l
g mengenai pelaksanaannya, akan diatuf jebih

lanjut oteh Bupati.

pasal 47
Peratur . _ 43
andangkan . an Daerah ini mulal perlaku pada tanggal
Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan
ini dengan penempatannya

pe
a;?g““dﬂﬂgﬁﬂ peraturan Daerah
am Lemharan Daerah Kabupaten Kudus .

nisahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

RUPATI KUDUS ,

MUHAMMAD AMIN MU JAT

Diundangkan di Kudus
nada tanggal 9 Tuli 2002

SEKRETARTS DAFERAH KI}RUPATEN Kunus,

&/

HﬁEG/SUDJATMOKO

P d
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RAR  XXVT
KETENTUAN PENUTIP

Pasal 46
Hﬂl—ha] . 58
sepanjﬂnya"g helpm diatur dalam Peraturan Daerah 1inl

; g mengenai diatur lehih
lanjut a¥ul A pelaksanaannya, akan

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal di -
Indangkan .

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Temharan Naerah Kabupaten Kndus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal & Juli 2002

ANPATT KUDUS,

MITHAMMAT) AMTN MIINADJA

Ninndangkan di Kudus
pada tanggal § Inli 2007
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